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ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus perbudakan modem yang
dilakukan oleh perwakilan diplomatik terhadap pekerja rumah tangga di kediaman
seorang diplomat yang menyalahgunakan kekebalan diplomatik. Tujuan penelitian
dalam skripsi ini yaitu untuk menganalisis dan menjelaskan bentuk serta akibat
hukum terhadap penyalahgunaan kekebalan diplomatik dalam putusan kasus
perbudakan modem yang dilakukan oleh Perwakilan Diplomatik Arab Saudi (Mr,
Basfar) terhadap Pekerja Rumah Tangga migran Filipina (Ms. Wong) di Inggris
serta dampak putusan tersebut bagi kepentingan nasional Indonesia. Penelitian
hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan
perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
Perwakilan Diplomatik Arab Saudi telah menyalahgunakan kekebalan diplomatik
dengan melakukan pelanggaran hukum nasional Inggris sebagai Negara Penerima
seperti regulasi terkait pembayaran upah minimum dan peraturan syarat dan
ketentuan jam kerja. Akibat hukum bagi Ms. Wong atas putusan ini adalah hak untuk
mendapatkan kompensasi dari Mr. Basfar. Berdasarkan Konvensi Wina 1961,
terdapat dua akibat hukum atas penyalahgunaan kekebalan diplomatik yang
dilakukan oleh Basfar, yaitu penanggalan kekebalan diplomatik nya yang harus
dilakukan oleh Negara pengirim dan sanksi persona non grata yang diberikan oleh
Negara penerima. Putusan ini memiliki implikasi global dalam tatanan dunia
hukum internasional khususnya pada bidang hukum diplomatik, di mana
yurisprudensi kasus ini dapat menjadi rujukan terutama bagi negara-negara
common law lainnya seperti Hong Kong yang menjadi destinasi utama Pekerja
Rumah Tangga Migran Indonesia.

Kata Kunci: Kekebalan Diplomatik, Perbudakan Modern, Pekerja Migran,
Konvensi Wina 1961
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ABSTRACT

This research is motivated by the numerous cases of modem slavery committed by
diplomatic representatives against domestic workers in the residences of diplomats
who abuse diplomatic immunity. This research aims to explain and analyze the
forms and legal consequences of the misuse of diplomatic immunity in the ruling
on a case of modern slavery committed by the Saudi Arabian Diplomatic
Representatives (Mr. Basfar) against a Filipino migrant domestic worker (Ms.
Wong) in the United Kingdom, as well as the impact of the ruling on Indonesia's
national interests. This legal research employs a normative legal research method,
utilizing statute and case approaches. The findings indicate that the Saudi Arabian
Diplomatic Representatives has abused diplomatic immunity by violating the
national laws of the United Kingdom as the receiving state, such as regulations
concerning minimum wage payments and working hour requirements. The legal
consequence for Ms. Wong in this ruling is the right to receive compensation from
Mr. Basfar. According to the 1961 Vienna Convention, there are two legal
consequences for Basfar's misuse of diplomatic immunity: the waiver of diplomatic
immunity by the sending state and the declaration of a persona non grata sanction
by the receiving state. This ruling has global implications for the international legal
order, particularly in the field of diplomatic law, as the jurisprudence of this case
can serve as a reference, especially for other common law countries such as Hong
Korng, which is a primary destination for Indonesian migrant domestic workers.

Keyword : Diplomatic Immunity, Modern Slavery, Migrant Workers, The 1961
Vienna Convention
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BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Hubungan antar negara dengan negara lainnya dalam ruang lingkup
hubungan internasional tidak terlepas dari adanya praktik diplomasi. Pada dasarnya,
diplomasi merupakan suatu metode untuk memberikan pengaruh terhadap
kebijakan yang diterapkan antar negara-negara dalam bidang hubungan luar negeri.
Sama halnya dengan kebijakan luar negeri yang dipandang sebagai salah satu sub-
disiplin dalam hubungan internasional, diplomasi menjadi faktor penentu dalam

kebijakan hubungan luar negeri.!

Diplomasi merupakan seni berkomunikasi yang dilakukan antara berbagai
pihak termasuk negosiator dari berbagai perwakilan yang sudah disahkan dan

diakui oleh masing-masing negara bersangkutan.?

Dalam konteks hubungan
internasional, diplomasi juga dapat diartikan sebagai pengaturan dari suatu
hubungan internasional dengan metode negosiasi, ataupun dengan suatu metode
dimana hubungan tersebut dilakukan oleh para duta besar dan duta-duta negara

lainnya. Praktik-praktik negara semacam itu telah melembaga sejak dahulu dan

kemudian menjelma sebagai aturan-aturan hukum internasional.® Salah satu cabang

L A. Elvin, “Definition of Diplomacy and Types of Diplomacy Used Between States*.,
Anadolu Akademi Sosyal Bilimler Dergisi., Vol. 3 No. 3 tahun 2021 hal. 581.

2 Jean Elvardi dan A.P Rizal Pratama., Hukum Diplomatik dan Konsuler, Edisi Kesatu,
Rajawali Press, Depok, 2021, hal. 2.

3 Asep Setiawan, Diktat Teori dan Praktik Diplomasi, Bagian Program Studi Ilmu Politik
FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta, 2016, hal. 5.



hukum internasional yang mengatur tentang diplomasi yang dilakukan negara-

negara adalah Hukum Diplomatik.

Pada hakikatnya, hukum diplomatik merupakan serangkaian ketentuan atau
prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur hubungan diplomatik antara
negara yang dilakukan atas dasar kesepakatan bersama, dan ketentuan atau prinsip-
prinsip tersebut dituangkan dalam instrumen-instrumen hukum sebagai hasil
kodifikasi hukum kebiasaan internasional dan pengembangan kemajuan hukum

internasional.*

Hubungan diplomatik mengacu pada hubungan yang dilakukan antar negara
sebagai subjek hukum internasional untuk saling memenuhi kebutuhan negaranya
masing-masing dalam berbagai bidang sesuai dengan kepentingan negara tersebut
dalam rangka merintis kerjasama dan persahabatan yang terjalin antar negara
dengan tujuan untuk meningkatkan hubungan yang lebih baik dengan negara
lainnya. Dalam pelaksanaannya, hubungan diplomatik membutuhkan instrumen
perantara untuk dapat menjembatani hubungan antara satu negara dengan negara
lain. Instrumen penghubung antar negara tersebut berupa penempatan perwakilan
diplomatik seperti Duta Besar dari Negara Pengirim (sending state) ke Negara

Penerima (receiving state).’

Dalam hubungan diplomatik, khususnya berkaitan dengan penempatan
perwakilan diplomatik, terdapat aspek yuridis yang perlu diperhatikan dalam hal

pemberian perlindungan kepada para perwakilan diplomatik serta sarana dan

4 Jean Elvardi dan A P Rizal Pratama, Op.cit., hal. 3.

% Tasya Rahim, et.al., “Tanggung Jawab Perwakilan Diplomatik Yang Melakukan Tindakan
Penyalahgunaan Wewenang di Negara Penerima (Receiving State)”., Jurnal llmu Hukum., Vol. 1
Nomor 12 tahun 2022 hal. 2.



prasarana yang digunakan dalam melaksanakan tugas perwakilan diplomatik. Pada
perkembangannya hukum diplomatik mempunyai lingkup yang lebih luas lagi,
tidak hanya mencakup hubungan diplomatik antar negara, melainkan juga
hubungan konsuler dan keterwakilan negara dalam hubungannya dengan
organisasi-organisasi internasional khususnya yang mempunyai tanggung jawab
dan keanggotaannya yang bersifat global atau lazim disebut organisasi yang bersifat

universal.?

Praktik pemberian kekebalan diplomatik telah dilakukan sejak abad ke-16
sampai 17 masehi saat pertukaran duta-duta besar secara permanen di negara Eropa
sudah mulai menjadi hal yang umum, kekebalan dan keistimewaan diplomatik telah
diterima sebagai praktik-praktik negara dan telah diterima oleh para ahli hukum
internasional, walaupun jika terbukti bahwa seorang Duta Besar terlibat dalam
komplotan atau pengkhianatan yang melawan kedaulatan negara penerima, Duta
Besar dapat diusir, tetapi tidak dapat ditangkap atau diadili. Praktik pemberian
kekebalan dan keistimewaan yang khusus semacam itu telah dilakukan oleh negara-
negara atas dasar timbal balik,’ hal itu diperlukan guna menjamin agar perwakilan
ataupun misi asing di suatu negara dapat menjalankan tugas misinya secara bebas

dan aman.

Landasan yuridis dalam pelaksanaan hubungan diplomatik antar negara di
dunia diatur di dalam Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961 atau yang

dikenal dengan Konvensi Wina tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik sebagai

® G. M Sharon Anis, “Implementasi Hukum Diplomatik Dalam Pelaksanaan Tugas dan
Fungsi Duta Besar Menurut Konvensi Wina 1961”., Jurnal Lex et Societatis., Vol. 5 Nomor 2 tahun
2017 hal. 99.

"S.M. Noor, et.al., Hukum Diplomatik dan Hubungan Internasional, Edisi Kesatu, Pustaka
Pena Press, Makassar, 2016, hal. 136.



pedoman utama bagi negara-negara dalam menyelenggarakan hubungan
diplomatik. Untuk memulai hubungan diplomatik, para pihak harus memenuhi
ketentuan Pasal 2 Konvensi Wina Tahun 1961 yang berbunyi sebagai berikut: “The
establishment of diplomatic relations between states, and of permanent diplomatic

missions, take place by mutual consent”.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat ditafsirkan bahwa negara dalam
melakukan pembukaan hubungan diplomatik harus dilaksanakan atas dasar prinsip
timbal balik (principle of reciprocity) dan prinsip saling menyetujui (mutual
consent). Dalam hubungan diplomatik, perwakilan diplomatik harus diakui
statusnya sebagai perwakilan diplomatik, dan untuk dapat menjalankan tugas misi
diplomatik secara efektif dan efisien, perwakilan diplomatik perlu diberikan hak
kekebalan dan keistimewaan seperti yang telah diatur dalam Konvensi Wina tahun

1961 tentang Hubungan Diplomatik.

Dalam Protokol II Pedoman Tertib Diplomatik Departemen Luar Negeri
Republik Indonesia, kekebalan dan keistimewaan diplomatik diklasifikasikan ke
dalam dua pengertian, yaitu inviolability dan immunity. Inviolability merupakan
kekebalan pribadi perwakilan diplomatik terhadap organ-organ pemerintah atau alat
kekuasaan negara penerima, kekebalan terhadap segala gangguan yang merugikan,
serta hak untuk mendapatkan suaka dari aparat pemerintah negara penerima.
Sedangkan immunity dimaknai sebagai kekebalan terhadap yurisdiksi pengadilan
negara penerima,® sehingga perwakilan diplomatik yang berada di negara penerima

tidak dapat dituntut dan diadili baik dalam bidang hukum pidana, administrasi

8 G. Tambajong, “Pencabutan Hak Kekebalan terhadap Pejabat Diplomatik Menurut Pasal
32 Konvensi Wina 19617, Lex Administratum, Vol. 11 Nomor 2 tahun 2023 hal. 3.



maupun bidang keperdataan. Sedangkan keistimewaan (privileges) diplomatik ini
berupa pembebasan dari pajak, iuran, bea cukai negara penerima (receiving state),
pembebasan dari pemeriksaan barang, serta pembebasan dari jaminan sosial,

pelayanan sosial, dan wajib militer.®

Kekebalan dan Keistimewaan yang diberikan kepada perwakilan
diplomatik ini diberikan tidak untuk dimanfaatkan sebagai keuntungan pribadi dari
perwakilan diplomatik tersebut. Pemberian hak kekebalan dan keistimewaan ini
didasarkan pada tiga jenis teori di dalam hukum diplomatik, yakni Teori
Ekstrateritorialitas (Exterritoriality Theory), Teori Representatif (Representative
Theory), dan Teori Kebutuhan Fungsional (Functional Necessity Theory).*® Dari
ketiga teori tersebut, Teori Kebutuhan Fungsional merupakan teori yang bisa
diterima oleh banyak negara dan sangat relevan untuk diterapkan di masa sekarang.
Meskipun perwakilan diplomatik dapat menikmati hak kekebalan dan
keistimewaan diplomatik, mereka tetap mempunyai kewajiban untuk menghormati
hukum dan peraturan-peraturan negara penerima (receiving state) dan tidak

mencampuri urusan internal negara tersebut.

® G Tambojang. Op.cit., him. 4.
10 Boer Mauna, Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era
Dinamika Global, Edisi Kedua, Penerbit Alumni, Bandung, 2003, hal. 502.



Akan tetapi, dalam praktiknya tidak jarang seorang perwakilan diplomatik
menyalahgunakan hak kekebalan diplomatik dengan memanfaatkan status
kekebalannya untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum di negara
penerima (receiving state). Salah satu kasus dimana perwakilan diplomatik
melakukan tindakan penyalahgunaan terhadap hak kekebalan diplomatik nya yang
sering terjadi adalah kasus perbudakan modern terhadap pekerja rumah tangga

migran yang diperkerjakan oleh perwakilan diplomatik.

Konsep perbudakan modern mengacu pada tindakan kejahatan serius
dimana manusia diperlakukan sebagai objek eksploitasi untuk meraup keuntungan
finansial. Perbudakan modern mencakup berbagai bentuk penyiksaan dan
eksploitasi yang tidak dapat ditolak atau ditinggalkan seseorang karena adanya
ancaman, paksaan, kekerasan, penipuan, dan atau penyalahgunaan kekuasaan
seperti kerja paksa (forced labour), perbudakan domestik (domestic servitude),

perdagangan manusia (human trafficking),'! dan sebagainya.

Menurut International Labour Organization, pekerja rumah tangga migran
(migrant domestic workers) adalah setiap orang yang pindah ke suatu negara atau
wilayah lain untuk memperbaiki kondisi material atau sosial mereka yang terlibat
dalam hubungan kerja yang biasanya dilakukan di lingkungan rumah tangga
pribadi.’? Akan tetapi, pekerjaan rumah tangga sangat sulit untuk dikontrol, karena

pekerjaan tersebut dilakukan di ranah privasi rumah tangga pemberi kerja

1 Wales Safer Communities Network, “Modern Slavery and Exploitation”,
https://safercommunities.wales/modern-slavery-exploitation/ , 2020, diakses pada 10 Agustus 2024.

12 International ~Labour Organization, “Who are Domestic = Workers?”,
https://www.ilo.org/topics/domestic-workers/who-are-domestic-workers, diakses pada 10 Agustus
2024.


https://safercommunities.wales/modern-slavery-exploitation/
https://www.ilo.org/topics/domestic-workers/who-are-domestic-workers

(employer). Hal tersebut semakin membuat pekerja rumah tangga menjadi lebih
rentan terhadap tindakan eksploitasi yang dilakukan oleh majikannya.'® Pekerja
rumah tangga yang dipekerjakan sebagai pelayan pribadi oleh perwakilan
diplomatik menjadi salah satu kategori pekerja rumah tangga yang sangat rentan
terhadap tindakan eksploitasi dan sulit untuk membawa kasus tersebut ke
pengadilan, hal ini dikarenakan adanya kekebalan diplomatik terhadap yurisdiksi
pidana, perdata dan administrasi yang dimiliki perwakilan diplomatik berdasarkan

Konvensi Wina tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik.*

Banyak kasus-kasus perbudakan modern yang dilakukan oleh perwakilan
diplomatik berujung dengan isu impunitas bagi pekerja rumah tangga migran akibat
status seorang perwakilan diplomatik yang mempunyai hak kekebalan dan
keistimewaan. Menurut investigasi global oleh jaringan media Rappler yang
berbasis di Filipina yang dirilis pada tahun 2023, terdapat lebih dari 200 pekerja
rumah tangga migran di setidaknya 18 negara diduga menjadi korban perbudakan
modern yang berupa tindakan eksploitasi tenaga kerja yang dilakukan oleh
diplomat dan staf organisasi internasional. Rappler meneliti dokumen sumber
terbuka dari tahun 1988 hingga 2021, yang mencakup catatan pengadilan, berkas

kasus LSM, laporan berita, dan jurnal hukum. Investigasi tersebut melibatkan 160

13 Einat Albin dan Virginia Mantouvalou. “The ILO Convention on Domestic Workers:
From the Shadows to the Light”., Industrial Law Journal., Vol. 41 Nomor 1 tahun 2012 hal. 3.

14 Special Report of the Special Rapporteur on contemporary forms of slavery, including
its causes and consequences, Gulnara Shahinian, A/HRC/15/20, para. 57, (18 Juni 2010),
https://www.right-docs.org/doc/a-hrc-15-20/


https://www.right-docs.org/doc/a-hrc-15-20/

diplomat, dan banyak di antaranya yang terhindar dari tuntutan karena adanya

kekebalan diplomatik.®®

Terdapat banyak kasus perbudakan modern yang dilakukan oleh perwakilan
diplomatik terhadap pekerja rumah tangga migran yang berujung tidak dapat
diproses hukum akibat pengadilan menyatakan bahwa perwakilan diplomatik

tersebut memiliki kekebalan diplomatik terhadap yurisdiksi pengadilan.

Pada tahun 2017, terdapat laporan kasus perbudakan modern terhadap dua
pekerja rumah tangga Filipina yakni Sherile Pahagas dan Edith Mendoza yang
dilakukan oleh perwakilan diplomatik Jerman, Pit Koehler yang pada saat itu

bekerja sebagai Konselor Misi Jerman untuk PBB di New York, Amerika Serikat.

Dalam kontrak kerja yang telah disepakati oleh para pihak, mereka
dijanjikan gaji sebesar $10.02 per jam dan waktu kerja selama 35 jam selama satu
minggu dan satu hari libur pada hari minggu. Kontrak tersebut juga menjanjikan
mereka untuk dibayar dua kali lipat jika mereka bekerja melebihi 40 jam per
minggu. Namun, setelah tiba di New York, mereka dipaksa bekerja melebihi 90 jam
per minggu, dengan gaji yang diberikan sebesar $4 tanpa kompensasi lembur, dan
tidak pernah memberikan waktu istirahat selama mereka bekerja.'® Kedua pekerja

rumah tangga tersebut pada akhirnya menggugat Pit Koehler ke Pengadilan Distrik

Deutsche Welle, “Report shows abuse of domestic workers by diplomats”,
https://www.dw.com/en/report-shows-abuse-of-domestic-workers-by-diplomats/a-66862451, 19
September 2023, diakses pada 13 Agustus 2024.

16 American Civil Liberties Union. Domestic Workers Employed by Diplomats vs. The
United States of America, Exhibit 34: Declaration of Edith Mendoza, Dated March 5, 2021,
https://www.aclu.org/sites/default/files/field_document/domestic_worker brief appendix_3.pdf,
diakses pada 16 Agustus 2024.


https://www.dw.com/en/report-shows-abuse-of-domestic-workers-by-diplomats/a-66862451
https://www.aclu.org/sites/default/files/field_document/domestic_worker_brief_appendix_3.pdf

AS, namun pengadilan menolak gugatan kasus tersebut karena perwakilan

diplomatik tersebut memiliki kekebalan dari yurisdiksi pengadilan.’

Pada tahun 2023 silam, terdapat pula dua laporan kasus perbudakan modern
terhadap pekerja rumah tangga migran yang dilakukan oleh perwakilan diplomatik.
Dua kasus tersebut sama-sama melibatkan pekerja rumah tangga migran yang
berasal dari Filipina yang dipekerjakan oleh perwakilan diplomatik mereka di
Jerman dan Swiss. Imigran Filipina tersebut menggugat diplomat mereka atas
tindakan perbudakan modern dimana mereka dipaksa untuk bekerja dengan jam
kerja yang melebihi batas dalam peraturan jam kerja bagi pekerja migran,
pembayaran upah yang sangat rendah dan bahkan tidak menerima upah sama sekali.
Namun, penyelesaian dalam kedua kasus tersebut juga berujung pada isu impunitas
dimana perwakilan diplomatik yang mempekerjakan mereka dinyatakan memiliki
kekebalan diplomatik yang memberikan perlindungan dari yurisdiksi pengadilan,
baik dalam perkara pidana maupun perdata sehingga para imigran tidak memiliki

akses untuk untuk mengajukan gugatan di pengadilan negara penerima.

Menanggapi kasus tersebut, Sharmila Parmanand, Associate Professor
dalam bidang pengembangan gender di London School of Economics, mengatakan
bahwa putusan penting Mahkamah Agung Inggris pada tahun 2022 dalam kasus

perbudakan modern yang dilakukan oleh perwakilan diplomatik dinyatakan tidak

1" ABC News, “Nannies suing diplomat were ‘lured to the US, ‘endured grueling’
conditions, complaint says” https://abcnews.go.com/US/nannies-suing-diplomat-lured-us-endured-
grueling-conditions/story?id=50987486, 11 November 2017, diakses pada 16 Agustus 2024.


https://abcnews.go.com/US/nannies-suing-diplomat-lured-us-endured-grueling-conditions/story?id=50987486
https://abcnews.go.com/US/nannies-suing-diplomat-lured-us-endured-grueling-conditions/story?id=50987486
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dilindungi oleh kekebalan diplomatik nya seharusnya dapat menjadi standar baru

bagi negara lain dalam menyelesaikan kasus-kasus yang serupa.8

Pada 6 Juli 2022, the United Kingdom Supreme Court (UKSC) / Mahkamah
Agung Inggris mengeluarkan putusan dalam kasus Basfar v. Wong, kasus
perbudakan modern terhadap imigran Filipina bernama Josephine Wong yang
dilakukan oleh diplomat Arab Saudi yakni Khalid Basfar di Inggris. Mahkamah
Agung Inggris menyatakan bahwa perbudakan modern yang dilakukan oleh Basfar
kepada Wong berupa tindakan perbudakan domestik (domestic servitude) dan kerja
paksa (forced labour) dimana, hampir selama 2 tahun Wong dipaksa untuk bekerja
setiap hari melebihi peraturan waktu jam kerja di Inggris dan tidak dibayar upah

sesuai dengan upah minimum nasional di Inggris.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Inggris, mayoritas hakim menyatakan
bahwa gugatan yang diajukan oleh Wong termasuk dalam pengecualian dari
kekebalan diplomatik yang diatur dalam Pasal 31 ayat (1) huruf ¢ Vienna
Convention on Diplomatic Relation 1961 yang telah diratifikasi oleh Inggris
melalui 1964 Diplomatic Privileges Act, yakni pengecualian terhadap ‘commercial
activity’ / ‘aktivitas komersial’ yang dilakukan di luar fungsi resmi perwakilan
diplomatik untuk keuntungan pribadi, sehingga perwakilan diplomatik Arab Saudi
yang masih menjalankan misi diplomatiknya di Kedutaan Besar Arab Saudi di

Inggris dinyatakan tidak memiliki kekebalan diplomatik dari yurisdiksi perdata

18 Al Jazeera, “Four Filipinas sue diplomat employers in Switzerland for slavery”,
https://www.aljazeera.com/features/2023/5/24/four-filipinas-sue-diplomat-employers-in-
switzerland-for-slavery, 24 Mei 2023, diakses pada 14 Agustus 2024


https://www.aljazeera.com/features/2023/5/24/four-filipinas-sue-diplomat-employers-in-switzerland-for-slavery
https://www.aljazeera.com/features/2023/5/24/four-filipinas-sue-diplomat-employers-in-switzerland-for-slavery

11

Pengadilan Inggris.® Putusan ini juga dapat memberikan dampak bagi kepentingan
nasional Indonesia dan telah membuka peluang terhadap isu akuntabilitas dalam
kasus-kasus perbudakan modern terhadap pekerja rumah tangga migran yang

dilakukan oleh perwakilan diplomatik.

Maka berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, peneliti
dalam skripsi ini mengangkat dan menggagas judul “Penyalahgunaan Kekebalan
Diplomatik Dalam Kasus Perbudakan Modern Terhadap Pekerja Migran
Oleh Perwakilan Diplomatik Berdasarkan Konvensi Wina Tahun 1961 (Studi

Kasus Basfar v. Wong in The UK Supreme Court Judgement)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan yang akan

ditinjau dalam skripsi ini, antara lain:

1. Bagaimana bentuk penyalahgunaan terhadap hak kekebalan diplomatik
dalam kasus Basfar v. Wong berdasarkan Konvensi Wina Tahun 19617

2. Bagaimana akibat hukum terhadap Basfar v. Wong berdasarkan hasil
putusan Mahkamah Agung Inggris?

3. Apakah putusan Mahkamah Agung Inggris dalam kasus Basfar v. Wong

dapat memberikan dampak bagi kepentingan nasional Indonesia?

19 Twenty Essex, “4 transformative Supreme Court judgement holding a diplomat
accountable for modern slavery”, https://www.twentyessex.com/a-transformative-supreme-court-
judgment-holding-a-diplomat-accountable-for-modern-slavery/, 6 Juli 2022, diakses pada
13Agustus 2024.


https://www.twentyessex.com/a-transformative-supreme-court-judgment-holding-a-diplomat-accountable-for-modern-slavery/
https://www.twentyessex.com/a-transformative-supreme-court-judgment-holding-a-diplomat-accountable-for-modern-slavery/
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C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bentuk penyalahgunaan terhadap hak kekebalan
diplomatik dalam kasus Basfar v. Wong berdasarkan Konvensi Wina Tahun
1961 Tentang Hubungan Diplomatik;

2. Untuk mengkaji akibat hukum terhadap Basfar v. Wong atas hasil putusan
Mahkamah Agung Inggris;

3. Untuk menelaah dampak putusan kasus Basfar v. Wong bagi kepentingan
nasional Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
a. Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu acuan bagi peneliti
dibidang ilmu hukum terkhusus Hukum internasional mengenai
regulasi, prinsip-prinsip, dan kasus di bidang Hukum Diplomatik;
b. Penelitian ini diharapkan menjadi sumber literatur bagi pembaca,
baik mahasiswa dan tenaga pengajar mengenai prinsip kekebalan
diplomatik dalam kasus perbudakan modern yang dilakukan oleh
perwakilan diplomatik.
2. Manfaat Praktis
a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah
dan organisasi internasional dalam melakukan perumusan,
penyempurnaan, dan pelaksanaan kebijakan hukum internasional

dalam bidang hukum diplomatik;
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b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan terhadap
preseden hukum dari kasus pada penelitian ini yang dapat menjadi
acuan bagi praktisi hukum dalam menyelesaikan kasus
penyalahgunaan kekebalan diplomatik yang dilakukan oleh

perwakilan diplomatik.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian skripsi ini hanya terbatas pada analisis bentuk
penyalahgunaan hak kekebalan diplomatik dalam Putusan Mahkamah Agung
Inggris pada kasus Basfar v. Wong berdasarkan Konvensi Wina tahun 1961 tentang
Hubungan Diplomatik serta akibat hukum bagi para pihak atas hasil putusan
Mahkamah Agung Inggris. Lalu, penulis juga membahas bagaimana putusan

tersebut dapat memberikan dampak bagi kepentingan nasional negara Indonesia.

A. Kerangka Teori

1. Teori Tanggung Jawab Negara (Grand Theory)

Teori Tanggung Jawab Negara pada awalnya dirancang sebagai
seperangkat aturan hukum internasional yang mengatur kewajiban internasional
negara dalam hubungannya dengan negara lain. Kewajiban utama suatu negara
adalah memberikan kompensasi atau reparasi atas kerugian yang dialami oleh

warga negara yang diakibatkan oleh negara lain. Dalam hukum internasional,
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tanggung jawab negara merupakan salah satu cara klasik untuk menangani

pelanggaran terhadap hukum internasional .2

Menurut J.G Starke, kaidah-kaidah hukum internasional mengenai
tanggung jawab negara merupakan keadaan-keadaan dan prinsip-prinsip di
mana negara yang dirugikan menjadi berhak atas ganti rugi atas kerugian yang
dideritanya. Tanggung jawab negara telah dinyatakan secara tegas dibatasi pada
“pertanggungjawaban negara-negara bagi tindakan-tindakan yang secara
internasional tidak sah”, artinya sumber dari tanggung jawab tersebut adalah
suatu tindakan yang melanggar hukum internasional. Kesalahan atau kerugian-
kerugian yang menimbulkan tanggung jawab negara memiliki beragam jenis.
Beberapa faktor yang menyebabkan negara bertanggung jawab adalah jika
suatu negara melanggar traktat / perjanjian internasional, tidak dilaksanakannya
kewajiban-kewajiban kontraktual, karena kerugian-kerugian terhadap warga

negara dari negara lain dan sebagainya.?!

Tanggung jawab negara dalam hukum internasional pada dasarnya
dilatarbelakangi pemikiran bahwa tidak ada satupun negara yang dapat
menikmati hak-haknya tanpa menghormati hak-hak negara lain. Setiap
pelanggaran terhadap hak negara lain menyebabkan negara tersebut wajib untuk

mempertanggungjawabkannya. Para  pakar  hukum internasional

2 Sompong Sucharitkul, “State Responsibility and International Liability Under
International Law”., GGU Law Digital Commons., Vol. § Nomor 2 Tahun 2016.

21 ].G Starke, Pengantar Hukum Internasional, Edisi Kesepuluh, Penerbit Sinar Grafika,
Jakarta, 2010, hal. 391-392.
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mengemukakan beberapa karakteristik timbulnya tanggung jawab negara

seperti halnya:

1.

Adanya suatu kewajiban hukum internasional yang berlaku antara dua

negara tertentu;

Adanya suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar kewajiban hukum

internasional tersebut yang melahirkan tanggung jawab negara;

Adanya kerusakan atau kerugian sebagai akibat adanya tindakan yang

melanggar hukum atau kelalaian.

Hal ini disimpulkan pada kriteria suatu tindakan negara yang dapat

menimbulkan pertanggungjawaban negara, yaitu apabila tindakan negara tersebut

merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional. Dalam hal ini mengenai

pelanggaran terhadap hukum internasional ini dapat berupa :

1.

Hukum internasional yang dilanggar dapat berupa hukum internasional
publik, yaitu hukum internasional yang bersumber pada perjanjian-
perjanjian yang bersifat umum, hukum kebiasaan internasional, atau asas-

asas hukum internasional.

Hukum internasional yang dilanggar berupa hukum internasional khusus

yang bersumber pada perjanjian khusus bilateral atau multilateral.??

22 Sefriani, “Pemohon Tanggung Jawab Negara Dalam Hukum Internasional (Studi Kritis

Terhadap ILC Draft On State Responsibility 2001)”., Jurnal Hukum., Vol. 12 No. 1 tahun 2005 hal.

194.
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2. Teori Kebutuhan Fungsional (Middle-Range Theory)

Menurut Eileen Denza, seorang Ahli Hukum Internasional yang merupakan
pakar Hukum Diplomatik, mengemukakan bahwa Teori Functional Necessity
merupakan salah satu teori dasar pemberian kekebalan diplomatik yang
menjelaskan bahwa pemberian hak-hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik
sangat penting bagi para diplomat dalam melaksanakan tugas mereka secara efisien,
tanpa hambatan dan rasa takut dari tindakan hukum otoritas pemerintah negara

penerima.

Teori ini merupakan 1 dari 3 teori dasar pemberian kekebalan diplomatik
yang diterima secara luas oleh masyarakat internasional. Teori ini menyatakan
bahwa pemberian kekebalan diplomatik hanya didasarkan pada pemikiran bahwa
agar diplomat dapat menjalankan atas tugas fungsional nya dengan baik sesuai
dengan fungsi diplomatik yang dijelaskan pada Pasal 3 Konvensi Wina 1961, yakni
seperti mewakili negara pengirim (representing), melindungi kepentingan negara
dan warga negara nya (protecting), bernegosiasi dengan negara penerima
(negotiating), mengamati dan melaporkan kondisi serta perkembangan di negara
penerima (ascertaining), serta meningkatkan hubungan persahabatan antar negara

(promoting).?®

Teori Kebutuhan Fungsional juga mengakui bahwa hak kekebalan dan hak

keistimewaan diplomatik harus diseimbangkan dengan kebutuhan akan

23 Nkatomba Eyina, “Theoretical Basis of Diplomatic Immunities and Privileges: Its
Implications in International Politics”., Journal of Political Science and Leadership Research., Vol.
10 Nomor 1 Tahun 2024 hal 61-62.
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akuntabilitas dan penghormatan terhadap hukum negara penerima. Hal ini
dijelaskan pada Pasal 41 Konvensi Wina 1961 yang menegaskan bahwa diplomat
memiliki kewajiban untuk menghormati hukum dan peraturan negara penerima
serta tidak boleh mencampuri urusan dalam negerinya. Prinsip ini penting untuk
mempertahankan hubungan diplomatik yang baik dan menjaga kedaulatan negara
penerima. Selain itu, Pasal 32 Konvensi Wina 1961 juga menyatakan bahwa negara
pengirim dapat mencabut kekebalan jika dianggap perlu. Ketentuan ini
memungkinkan adanya pertanggungjawaban diplomat atas kejahatan serius atau
pelanggaran peraturan hukum negara penerima, serta berfungsi sebagai

pengawasan terhadap potensi penyalahgunaan kekebalan diplomatik.

Dengan demikian, Teori Kebutuhan Fungsional memberikan kerangka kerja
yang memungkinkan diplomat menjalankan tugasnya secara efektif dengan tetap
menghormati kedaulatan dan tatanan hukum negara penerima. Teori ini
mencerminkan keseimbangan antara hak kekebalan yang diberikan kepada
diplomat untuk menjalankan fungsinya dan batasan serta akuntabilitas yang

diperlukan untuk menjaga tatanan hukum diplomatik.

Maka dari itu, dengan memberikan tekanan pada kebutuhan fungsional
dalam pembatasan hak-hak kekebalan dan keistimewaan, hal ini dapat menciptakan
keseimbangan antara kebutuhan negara pengirim dan hak-hak negara penerima.
Teori ini kemudian didukung oleh Konvensi Wina Tahun 1961 tentang Hubungan
Diplomatik. Pembukaan Konvensi tersebut dengan jelas menyatakan: “Tujuan hak-

hak kekebalan dan keistimewaan tersebut bukan untuk menguntungkan orang-
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perorangan tetapi untuk membantu pelaksanaan yang efisien fungsi-fungsi

diplomatik sebagai wakil dari negaranya.”*

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa teori ini
mengemukakan bahwa dasar pemberian hak-hak kekebalan dan keistimewaan
diplomatik yang diberikan kepada para perwakilan diplomatik di suatu negara
adalah untuk memperlancar atau memudahkan pelaksanaan tugas dan fungsi para
perwakilan diplomatik dan bukan untuk kepentingan pribadi atau pertimbangan-

pertimbangan lainnya.

3. Teori Interpretasi Evolusioner (Applied Theory)

Interpretasi Evolusioner merupakan salah satu teori pendekatan interpretasi
perjanjian internasional. Evolusioner memiliki akar kata “evolusi”, yang berasal
dari bahasa latin yakni “evolvere” yang berarti “mengembangkan (develop)” atau
“membongkar (unpack)”. Istilah interpretasi ‘evolutif’, ‘evolusioner’, atau
‘dinamis’ digunakan oleh para pakar hukum untuk menunjukkan bahwa makna

istilah dalam perjanjian dapat berubah seiring berjalannya waktu.

Dalam perkembangannya, tidak ada definisi interpretasi evolusioner yang
diterima secara universal dalam hukum internasional. Definisi tersebut juga tidak
dapat ditemukan dalam perjanjian internasional, termasuk di Vienna Convention on
the Law of the Treaties 1969. Namun, banyak ahli hukum internasional berpendapat
bahwa Pasal 31 ayat (3) VCLT 1969 mencerminkan konsep dari teori interpretasi

evolusioner. Pasal ini menyatakan bahwa dalam menafsirkan suatu perjanjian, perlu

24 Boer Mauna. Op.cit., hal. 503
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mempertimbangkan aturan-aturan internasional yang relevan yang telah
berkembang sejak perjanjian tersebut dibuat. Dengan kata lain, perkembangan
hukum internasional seharusnya mempengaruhi pemahaman dan penerapan

perjanjian yang ada.

Interpretasi evolusioner dapat didefinisikan sebagai interpretasi perjanjian
internasional yang menurutnya suatu istilah yang digunakan dalam suatu perjanjian
mempunyai arti yang berubah seiring berjalannya waktu. Interpretasi evolusioner

penting setidaknya karena dua alasan:?®

1. Menjamin dinamika dan fleksibilitas hukum perjanjian internasional;

2. Hal ini dapat berfungsi sebagai jalan untuk melindungi kepentingan umum

dalam hukum internasional.

Proses perubahan perjanjian internasional secara resmi membutuhkan
waktu yang lama. Interpretasi evolusioner dengan demikian mengkompensasi tidak
adanya perubahan eksplisit yang tidak dimasukkan ke dalam perjanjian

internasional oleh para "perancang nya," yaitu negara-negara.

Menurut Giorgo Gaja, seorang Hakim Mahkamah Internasional (ICJ),
interpretasi evolusioner dapat menjadi salah satu pintu gerbang bagi "kepentingan
umum" ke dalam hukum internasional. Ia berpendapat bahwa evolusi konsep-
konsep yang digunakan dalam suatu perjanjian tidak selalu menyiratkan bahwa

perlindungan kepentingan umum dalam masyarakat internasional akan diperkuat.

% 7Zdenék Novy, “Evolutionary Interpretation of International Treaties”., Czech Yearbook
of International Law., Vol. 8 tahun 2017 hal. 211.
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Namun, dengan mempertimbangkan perkembangan hukum dan nilai-nilai sosial
yang berubah seiring waktu, hal ini dapat memberikan kesempatan untuk
menginterpretasikan makna dalam suatu perjanjian yang akan meningkatkan

perlindungan kepentingan umum.?®

Selain itu, terdapat pula doktrin seorang ahli hukum internasional Mesir
yang juga merupakan hakim Mahkamah Internasional, Georges Michel Abi-Saab
yang dalam Konferensi Hukum Perjanjian Internasional di Fakultas Hukum

Université de Genéve, Swiss pada tahun 2018 silam yang mengemukakan bahwa:?’

“Evolutionary interpretation is an important concept in international law.
Due to the slow nature of negotiations and the amendment processes, as
well as the difficulties in reaching a consensus, international treaties are
rarely modified. Therefore, how is it possible to ensure a convention,
possibly signed more than a century ago, remains relevant in today's
world? Evolutionary interpretation allows a judge to adapt his or her
reading of the text to new social, environmental or technological realities.
The text does not change, its interpretation does.”

Atas dasar itu, dapat disimpulkan bahwa interpretasi evolusioner
merupakan konsep penting dalam hukum internasional. Karena sifat negosiasi dan
proses amandemen yang lambat, serta kesulitan mencapai konsensus, perjanjian
internasional jarang dimodifikasi. Selain itu, sulit pula untuk memastikan suatu
perjanjian internasional, yang mungkin sudah dibentuk lebih dari satu abad yang
lalu, tetap relevan di dunia saat ini. Interpretasi evolusioner memungkinkan seorang

hakim untuk dapat menyesuaikan pemahamannya terhadap teks tersebut dengan

% Ibid, hal. 213.

2" Université de Genéve, “Evolutionary interpretation in different international legal
systems”, https://www.unige.ch/droit/offline/evolutionary-interpretation/, 5 Oktober 2018, diakses
pada 18 Agustus 2024.


https://www.unige.ch/droit/offline/evolutionary-interpretation/
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realitas sosial, lingkungan, atau perkembangan teknologi baru. Teks perjanjian nya

tidak berubah, namun interpretasinya yang berubah.

G. Metode Penelitian
1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Menurut
Soerjono Soekanto, penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang
dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar
untuk meneliti dan menganalisis teori-teori hukum, konsep hukum, asas hukum,
serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk
memberikan gambaran yang komprehensif dan evaluatif terhadap aturan hukum
yang sudah ada serta penerapannya dalam praktik.?® Metode penelitian merupakan
suatu alat yang digunakan dalam rangka mencapai hasil penelitian dengan proses
berpikir yang metodis, sistematis, analitis, sehingga dapat bernilai objektif.

Dalam konteks penelitian ini, penelitian normatif sangat relevan untuk
digunakan karena kasus ini membahas mengenai isu yang berkaitan dengan
kekebalan diplomatik yang diatur dalam pengaturan hukum internasional, salah

satunya yakni Vienna Convention on The Diplomatic Relations 1961 / Konvensi

2 Nur Solikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, Edisi Ketiga, Penerbit Qiara
Media, Pasuruan, 2021, hal. 43.
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Wina Tahun 1961 Tentang Hubungan Diplomatik sehingga konvensi ini menjadi

salah satu acuan utama bagi penulis dalam menganalisis kasus yang akan dibahas.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach)

Pendekatan statuta / undang-undang merupakan pendekatan hukum yang
dilakukan dengan meninjau dan menganalisis seluruh undang-undang serta
peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang akan dibahas. Dalam penelitian
ini, pendekatan statuta dilakukan dengan menilik regulasi-regulasi hukum
internasional yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti khususnya
mengenai kekebalan diplomatik dalam kasus perbudakan modern terhadap pekerja

rumah tangga migran oleh perwakilan diplomatik.

b. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Menurut Marzuki, pendekatan ini dilakukan dengan menelaah kasus terkait
dengan permasalahan yang dibahas, yang telah diputuskan oleh pengadilan dan
memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam menggunakan pendekatan kasus, penting
untuk memahami ratio decidendi, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh
hakim untuk dapat sampai pada putusannya.? Dalam konteks penelitian ini,
penulis akan merujuk pada putusan kasus yang khususnya berkaitan dengan
perbudakan modern terhadap pekerja rumah tangga migran oleh perwakilan

diplomatik.

2 Ibid, hal. 58-59.
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3. Bahan Penelitian

Penelitian ini menggunakan bahan hukum yang didapat dari penelitian
kepustakaan, yaitu Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan

Hukum Tersier.

a. Bahan Hukum Primer, bahan ini adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif
yang artinya mempunyai otoritas / keabsahan. Bahan-bahan hukum primer
terdiri dari peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, dan
yurisprudensi / putusan pengadilan.*®> Adapun bahan-bahan hukum primer

yang akan digunakan penulis yakni:

1. Konvensi Wina Tahun 1961 Tentang Hubungan Diplomatik (Vienna
Convention on Diplomatic Relation 1961);

2. Diplomatic Privileges Act 1964 (UU Ratifikasi Konvensi Wina Tahun 1961
Tentang Hubungan Diplomatik oleh Kerajaan Britania Raya dan Irlandia
Utara);

3. ILO Forced Labour Convention 1930 (Konvensi Kerja Paksa Tahun 1930
(No. 29);

4. Universal Declaration of Human Rights 1948 (Deklarasi Universal Hak

Asasi Manusia Tahun 1948);

30 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Prenada Media Group, Jakarta,
2011, hal. 141.
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Konvensi Wina Tentang Hukum Perjanjian Internasional Tahun 1969
(Vienna Convention on The Law of Treaties 1969);

The Basic Law Hong Kong 1990 (Undang-Undang Dasar Daerah
Administratif Khusus Hong Kong Republik Rakyat Tiongkok);

Deklarasi ILO tentang Prinsip dan Hak Fundamental di Tempat Kerja Tahun
1998 (ILO Declaration on the Fundamental Principles and Rights at Work
1998);

National Minimum Wage Act 1998 (Undang-Undang Upah Minimum
Nasional Inggris Tahun 1998);

The Working Time Regulations 1998 No. 1833 Terms and Conditions of
Employment (Undang-Undang Waktu Jam Kerja dan Syarat dan Ketentuan
Kerja Inggris Tahun 1998);

Protokol Tahun 2014 Tentang Konvensi Kerja Paksa 1930 (Protocol of 2014
to the Forced Labour Convention 1930),;

The UK Employment Tribunal Judgement Ms. Josephine Wong (Claimant)

v. Mr. Khalid Basfar (Respondent), Case Number 2206477/2018;

The UK Appeal Employment Tribunal Judgment Mr. Khalid Basfar
(Appellant) v. Ms. Josephine  Wong  (Respondent), Appeal

UKEAT/0223/19/BA;

The UK Supreme Court Judgement, Basfar (Respondent) v. Wong

(Appellant), [2022] UKSC 20, on appeal from: [2019];
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14. The UK Supreme Court Judgement, Reyes (Appellant/Cross-Respondent) v.
Al-Malki (Respondent/ Cross-Appellants), [2017] UKSC 61, on appeal

from: [2015];

b. Bahan hukum sekunder yang diutamakan dalam penelitian hukum ialah buku-
buku hukum termasuk karya tulis ilmiah dan artikel-artikel hukum. Selain itu,
kamus hukum serta pendapat hukum juga termasuk bagian dari bahan hukum

sekunder.®!

c. Bahan Hukum Tersier, Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan
informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, yaitu berupa bahan yang
dapat diakses melalui internet, artikel, website yang terkait pembahasan
penelitian, yaitu hak-hak kekebalan diplomatik dalam kasus perbudakan

modern terhadap pekerja rumah tangga migran yang dilakukan oleh diplomat.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Teknik pengumpulan bahan penelitian ini menggunakan teknik studi
pustaka (library research), yakni akumulasi informasi dan data dengan melakukan
berbagai kegiatan penelitian dan peminjaman bahan pustaka, dan menjelaskan
regulasi yang berkaitan dengan bidang pokok bahasan yang dibahas.®? Dalam

penelitian ini, studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah terhadap buku-buku

31 Ibid. hlm. 155.
%2 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Edisi Kesatu, Raja Grafindo
Persada, Jakarta., 2011, hal.11.
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maupun jurnal yang berhubungan dengan hak-hak kekebalan dan keistimewaan

perwakilan diplomatik.

5. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Teknik analisis bahan penelitian adalah analisis data kualitatif, yaitu suatu
metode analisis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang
akan dijelaskan secara komprehensif di mana permasalahan pada penelitian ini
akan dihubungkan dengan berbagai literatur hukum serta peraturan perundang-

undangan yang berlaku®® dalam konteks hukum diplomatik.
6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode deduktif dalam penarikan
kesimpulan. Metode deduktif merupakan cara penarikan kesimpulan yang
diambil dari sesuatu hal yang bersifat umum kemudian menjadi suatu kesimpulan
yang bersifat khusus.3* Dalam konteks penelitian ini, maka penulis akan
memberikan kesimpulan dengan terlebih dahulu memaparkan mengenai hak-hak
kekebalan dan keistimewaan perwakilan diplomatik dengan mengerucutkan pada
hasil analisis pada putusan kasus perbudakan modern yang dilakukan perwakilan

diplomatik sebagai bentuk penyalahgunaan terhadap hak kekebalan diplomatik.
7. Jalannya Penelitian

Adapun tahapan jalannya penelitian kualitatif ini meliputi langkah-langkah

3 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji., Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan
Singkat., Edisi Kesatu Cet. 11, Rajawali Press, Jakarta, 2009., hal. 29.
34 Peter Mahmud Marzuki. Op.cit., hal. 202.
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sebagai berikut:
1. Tahapan Persiapan
Tahapan ini merupakan tahap penyusunan rancangan penelitian, yakni
menentukan isu hukum yang akan dikaji, merumuskan permasalahan hukum yang
akan dibahas dalam penelitian dan menyiapkan instrumen data penelitian dengan
menggunakan teknik studi kepustakaan.
2. Tahap Pengolahan Data
Tahapan ini merupakan tahap analisis data penelitian dengan menggunakan
analisis data kualitatif, yakni pengolahan data dari berbagai bahan hukum (primer,
sekunder, tersier) yang dianalisis menggunakan pendekatan perundang-undangan
serta pendekatan kasus dan akan ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode

deduktif.
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